PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

k]
BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangamn

Mengingat

K4
£

.

1.

2.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim

daerah Kabupaten Bondowoso yang tertib, efektif, efisien,
ekonamis, transparana dan hertanggung jawab dengan
masyarakat serta taat pada ketentuan peramran
perundang-undangan, perlu adanya Peraturan Daerah
tentang pengelolaan keuangan daerah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nsam@r 77 Tahun 2@29 tentang Ped@man Tekms Perzgelolaan
Daeraih daIam suatu F‘craturan Daeraih

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan schingga perlu diganti;

aksud
dalam huruf a, b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reépublik
Hridoriesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tshun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timiuf (Letibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahiin 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomior 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara
{Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembargunan Nasionadl (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

7. Undang-Undang Nomior 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturani Perundarng-Uridatigan (Letibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Unddtig Nomior 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran negara Republik Irdoriesia Norfior
6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tghun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomior 244, Tamibahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tetitang Pemerititahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9.Undang-Undang...
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9. Undarig-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tertang Penietapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitag Sistem1 Keuangan urituk Penangaran Patriderii
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indoriesia Tahun 2020 Nomor 134, Tanibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

11.Undang-Undang Nomor 4 Tshun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangean (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor 6845);

12, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2
Tahuni 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemeriritah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

~~~~~~

35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembearan Negara Republik Inderiesia Nomior 5165);

16.Peraturan...
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16. Peraturan Pemerintah Nomior 56 Taliun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279j;

17. Peraturan Pemeriritati Nomior 2 Tahun 2012 teritarig Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembarani Negara Republik Iridonesia
Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahuni 2014 Nomor 92, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomior 27 Taliun 2014 tentang Perigelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemierintali Nomior 12 Tghun 2019 teritang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturari Presiden Nomior 16 Tahun 2018 teritang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomior 12 Tahun
2021 tentang Perubahati Atas Peraturan Presiden Nosiior 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

21. Peraturan Mernteri Dalami Negeri Nomior 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentatig Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

22.Peratuitan...
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22. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemior 547);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indoneésia Tahun 2020 Nomor 1781);

Detigani Persetujuan Bersaria
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Merietapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yarig dimaksud detigan:

1. Daerali adalal Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintahh Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Bondowoso.

3. Bupati ddalali Bupdti Boridowess.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Paerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kabupaten
Bondowoso.

5. Bekretaris Daeralr adalalr Sekretaris Daerali Kabupaten
Bondoewoso.

6. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam periyelenggaraan Urusan Pemerirtabian yang
menjadi kewenangan Daerah.

7 Keuatigan...
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daergh yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewsajiban Ddetah térsebiit.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjuiniva

disitigkat APBD adalah rencana kewangan tahuman Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruban kegiatan
yang meliputi perericandan, penganiggarati, pelaksatiaan,
petiatausaltaan, pelaporati, pertanggutigiawabat, dan
penigawasan Keuangan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Perigetuaran Ddérali adatali wetig yang Keluar dari kas
Pendapatan Daerah adalah semiua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah niladi kekayaan bersih dalam periode tahiun
anggaran berkertaan.

Dana Transfer Umum, adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN Lkepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewengrigan Daerdli gund menddfiai Kebutulian Daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus, adalah dana yatng dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan utituk membantu
mendanai kegiatan khiusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah
darid yaiig berswgiber dari penddapatan terterttu APBN yang
dialokasikany kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertenty dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuargan dtitara Pemerinitali Pusat dan Daerah.

16 Dana...
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

T

Darnid Aldkasi Utium, yang selaznjutinya disingkat DAU adalak
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
datam farigkd petaksanaan Desérityalisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
darida varig Dbersuinber dari pendapatari APBN  yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat vang bermlai nang dari pihak lain
sehinigga Daerah tersebut d1bebam kewgjiban untuk
membayar kembali.

Utang Daerah, yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintab Daerab yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah, adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Perierintah Pusat, Peémerintah
Dagerah lainifiya, badan layanian umum daerah milik
Pemetifitali Daerali laititiyd, badan usaha milik negare,
Badan Usalia Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan
hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 {satu) tahun
anggaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban,

Rencana Pembangunan Jangka Menengalr Daeral, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.

. Rencana Pembangunan Tahunan Daeral, yang selanjutnya

disebut Rencana Kexja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dekumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umim APBD, yang selanjutnya disingkat KUA
adalal dokumien yang meniuat Kebijakan bidang peridapatan,
belanja, dan Pemibidyaan seérta asumsi yang mendasarinyd
untuk periode 1 (satu} tahumn.

28.Prioritas...
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29.
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34,
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Prioritas dan Plafon Anggaran Semmentara, yang selanjuthya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dan Kegiatari sebagai acuan dalam
penyusutian fencdfia kéfjd dari driggarani satuarn kefja
perangkat daerah.

Reficand Kerja dan Ariggaran Satuan Kerjd Peranigkat Daerdl,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumien yang
memuat rericana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat remncana pendapatan, belanja, dam
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari 1 (satu)} tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang ditunangkan dalam
prakirgan maju.

1, Program adalgh bentuk itistrumen kebijakan yang berisi 1

(satu) atau Iebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja  perangkat daerah atau  masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan thiuan pembangunan Daerah,

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
1 (satuj atan bebcrapa satuan kerja perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program
dan terdiri dari sékumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yanig berupa personil atau sumber daya manusia,
befarig modal terfiasuk peéralatan dati tekeiologi, dana, atau
Komibiriasi dari bebérapa dtau semud jemis sumiber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan

dan dilaksanakan utrituk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukenr mrelalui komtrak
tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

. Hasil adalalk segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

; Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

ariggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah

yvang diteritukan oleh Bupati untuk mienampunig seluruh

Penerimiaan Daerah dan membayar seluruli Pengeluaran

Daerah. '
39.Rekening...
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40.
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43,

44,
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46,
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Rekenmg Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untitk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
mertibayar seluruh Perigeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daeral, yang selanjutnya disiigkat DPA SKPD addlah
dokuirien yang memuat peridapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaann SKPD yang melaksamakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyvediaan Dana, vang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas
pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunaken untuk mengajukan
permintaan pembayaran

Usang Persediast, yang sélanjutnya disingkat UP adalah uang
miuka keija dalam jumlah terteritu yang diberikan kepada
bendshara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan
kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pergeluaran yang menuryt sifat dan tujuannys tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaran Lanigsung kepada = bendahara
pengeluardan/penerima hak laitifiya atas ddsar petjatijian
ketja, surat tugas, dafi/ atau surat perifital kerja laifitiya
mielatui penerbitan surat perititah membaydr langsutig.
Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
utituk membiayai perigeluaran atas pelaksanaan APBD yang
tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalamr 1
{satu} bulan.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD,
Surat Perintah Membayar UP, yang selanjutnya disingkat
8PM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD yang dipergunakan sebagai UP urituk mendanai
Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan siirat perintah pencairan dana
atas Bebar perigéluaran DPA SKPD yang danatiya
dipergunakan untuk metigganti UP yang telah dibelarijakan.

49.Surat Perintah...




49,
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Surat Perintah Membayar TU, yang selanjutiya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah penicairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya
disebut SPM-LS adidldl dekumien yang digunakan urituk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintaly Pencairan Dang, yang selanjutnya disirigkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD
atan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

54, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

55.

56.

58. 1

59,

60.

61.

kepada Pemerintaly Daerab dan/atan hak Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat Tainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerinfahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Pemerintahan Daerah adalali  penyelenggaraan Utrlisan
Pemerintabian oleh Pemerifitah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Ddérah siiéniurut asas otoriomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otononil seluds-ludstiya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Urhsan Pemerintahaﬁ Wajib adalah Urusan Pemerintahan

Yot

yang Wajlb d1selenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perarigkat daerali dalam miemberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilifas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

62.8atuan...
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69.

70.

71.

72.

73.
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76.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjuthya
disiigkat SKPKD adalall wiistr penutjang Ufusad
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuarigati Daerah.
Unit S8KPD adalah bagian SKPD, yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa Program.
Pengguma Anggaran, yang selamjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran unfuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa PA vang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan  sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas damn
fungsi SKPD:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD adalahh tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daergh, yang seianjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.
Benidabara Umum Daersh, yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yarg selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang mielaksaniakan 1
(sdtu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai
dengan bidatig tugasriya.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Bendahara Petierimeaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpar, menyetorkan, menatausatrakan, dar
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkanr uang untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d:smgkat
Pegawai ASN adalah pegawa1 negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejebat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemeérintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutrya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah. »

77 .Anggaran...
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77. Anggaran Kas adalah perkiraan aru$ kas masuk yarig
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalai setiap petriode.

78. Staridar Akutitansi Pemerintalian, yang selamjutiiyd disifighat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menydjikan laporan keudrigan pemeriftali.

79. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalsh prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintali Daerah sebagai pedoman dalem menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhen pengguna laporan keuangan dalam
ratigka mieningkatikan Keterbandingan laperan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

80, Sistem Akuntansi Pemerintalr Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari presedur;
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejek analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan
Daerah.

81, Rencana Bisnis dan Ariggaran BLU, yang selanjutnya disebut
RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran
suatu BLU. )

82. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.

83. Hari adalah hari kefja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a. hak Daerah untuk memungut pdjak daerah dan retribusi
daerah serta melakukan pitijaman;

b. kewajibann Daerah umtuk menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

t. Peneritnaan Daerah;

d. Pengeluaran Daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah

~ yang dipisahkan; dan/atau

f, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Keuangari Daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonortiis, efekfif, transparan, dan bertanggurig jawab dengarn
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat ufituk
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

(2)Pengelolaan...
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{2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksiid pada
ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

{3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan dasar
bagi Pemerititali Daerah untuk melakukan Penetithaan dan
Penigeluaran Daerah.

BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kékuasaan Péngéléladn Keuarigan Daerah

Pasal 4

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerati dani niewakili Pemerintali Daeral dalam kepemilikan
kekayaan daeragh yang dipisahkan.

{2} Bupati selaku Pemiegang kekusasdan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan:

2.

menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;

. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD, dan Peraturan Daerah
tentang Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBD yang
telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
'Daérah

ietigambil tindakan tertentu dalam keadaan mendessk
terkart Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat
dibutubkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;
menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pénigeluarar;
fienetapkanpejabat Vang bertugas metakukari
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
menetapkanpejabat yang bertugas melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintaltkan pembayaran;
menetapkan pejabat lamnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. b
(3)Dalam...




{3)

4

5)

(6}

1

2

m

@

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh

kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, periatausahaan, pelaporan dan

pertariggunigiawabar, serta perigawasan Keuangarn Daerah

kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimarna dimaksud pada ayat

{3) terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

€. Kepala SKPD selaku PA.

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan

menerima atau mengeluarkan uvang,

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikarn
kékayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik miodal
pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada
persercan daerati.
Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pémerintah Daerah
arii  kepetiilikasi kekayadn daeral  yarg dipisahkan
sebagazmana diaksuid pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koerdinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku Koerdinator Pengelolaan Keuangan
Daerah sebaga.tmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. melaksanakat koordinasi di bidang penyusunan
rancangan rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggung;awaban pelaksanaan APBD;

¢. melaksanakan  koordinasi penyiapan pedoman

 pelaksanaan APBD;

d. membetikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD,

Dalami felaksaniakas tugasriya sebagaiffiana difhaksud pada

ayat (1), Sekretaris Dagrah bertanggung jawab kepada Bupat.

Bagian...,
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(1)

(2)

©)

(1)

2
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Kenangan Daerah

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

4. medayusufi dan meldksanakan kebijakdn Pengeloladn
Keuangan Daerah;

b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

¢. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang:undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:

enyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPFA SKPD;

€. melakukan pengendahan pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

¢, melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan SPD;

g menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
Daerah;

1. metyajikan informasi keuangan daerali; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hat

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Apabila terdapat SKPD yarng ditugaskan secara khusus untuk
melakukanr pemungutan pajek daerah yang diatur dengam
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, maka ketentuan
sebagaimana ayat (2) huruf e dapat dikecualikar

Pasal 8

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

{8) Kuasa BUD sebagaimena dimaksud pada ayat {1} mempunyai

tugas:

a. menyiapkan Anggaran Kas;
b. menyiapkan SPD;

¢. ménerbitkan SP2D;

d.memantau...
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d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaans APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. mieldksandkani petiemipatan uang dderal dan merigéslola/
menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA
atas Beban APBD;

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

-

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

{4} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertanggung
jawab kepada PPKD selaku BUD:

Pasal 9

Bupati atas uisul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD di lingkungan SKPKD derigan pertimbangan besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali.

Bagian Keemipat
Perigguna Atriggaran

Pasal 10

{1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD;
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpintya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja. sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola Utang dan Piutang Dderah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Jj- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yvang dipimpinnya; )

k, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD  yang
dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
dan
#i. tielaksanakan tugas lainniya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)PA...
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{2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelita
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

{1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA.

{2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi,
dan/atau rentang kendali.

{3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

¢:. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksangan anggaran yatig menjadi tanggung
jawabriya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketenituiarni peraturan perundang-undangan.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Urdit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah
mehpuu

MERAyUsSUn reficans Keéfjd dan anggaran;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

menandatangani surat perintah membayar;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggungjawabnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

yang dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
pejabat penatausahaan keuangan; dan

g menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah.

(6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Boop

w

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 12
{1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPIK...
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{2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertiigas
membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

{3) Dalam melaksanakan tiigas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada
PA/KPA.

Pasal 13

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{1} berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditetapkan Bupati.

{2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk
melaksatiakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

{2) PPK SKPD sebagaitiiaria dimaksud pada ayat (1] miempuriyai
tugas dan wewenarng:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan  verifikasi laporan  pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

{3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau
PPTK.

Bagian...
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Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

{1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2}, PA mienetapkan PPK Unit SKPD wuntuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

{2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

4, melakukdn verifikdsi SPP-TU dari SPP-LS besérta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkan SPM~TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu; dan

¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan pemibantu dan Bendahara
Pengeluaran pembantu,

{3) Ketentuan lebih laniut mengenai Pejabat Penatausahaan
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagiaﬁ Kesembilan
Bendahara Penerimadn dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan Bendahara  Penerimaan  untuk
melaksanakan  tugas kebendaharaan dalam — rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul
PPKD seldku BUD.

{2) Bendahara Penerimmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang
diterimanya.

Pasal 17

{1} Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.

{2} Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana diffraksud
pada ayat (1) memiliki tugas dari weweriang sesuai derigan
lingkup periugasan yanhg ditétapkan déngan Keputusan
Bupati.

Pasal 18

(1) Kepala SKPD atas usul Betidahara Penerimiadni dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Beridahara
Peneérimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan
Pendapatan Daerah.

(2)Pegawai. ..
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Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19

{1} Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

@

3)

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

¢: melaksanakan pembayaran dari UP, GU; dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggurigiawaban secara
administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

£ memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

DaIam hal PA mehmpahkan kewenangannya kepada KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2),
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
petibantu.

(4) Benidahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memiliki tugas dari Wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

€; menerima dati menyimpan TU dari BUD;

d. melaksamakan pembayaran atas pelimpahan UP danx TU
yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA vang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,;

g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

Q ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara
Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

{1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Perigeluaran dapat

menetapkan pegawai yang bértugas mémbantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan
Belanja Daerah.

(2)Pegawai...
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{2) Pegawai yang bertugas siemibarntu Bendahara Pengeliiaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkati kepala SKPD.

Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan,
dan/atau penjualan jasa; dan

¢, menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung.

. Bagian Kesepuluh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 22

{1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibanitu oleh
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

{2} TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Pejabat Perencaha Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai
derigani kebutuhari.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tUgAs:

a. membahas kebijakar Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;
¢. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

e. membahas raticatigan APBD, raricangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

i, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD; dan
Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan
rancangan perubahan DPA SKPD;

h. metiyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman
penyusurian RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan
kebutuhan.
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BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Urnumt

Pasal 23

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD; perubahan APBD; dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

{2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah; dan
b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

{3) Perigeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

{4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang
dapst dicapai untuk setiap summber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

(5) Pengeluaran Daerah vyang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Pasal 25
Satuan hiturig dalam APBD adalali miata uang rupiah.

Pasal 26...
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Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
masa 1 (satu) tahuti anggaran sesuai dehgan undarg-undang
mefigetidi Keuangan negara.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

{1} APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
¢. Pembiayaan Daérah.

{2) APBD sebagaimarnid ditiaksud pada ayat (1) diklasifikasikeri
menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang
ditetapkar sesuai defigan ketentuan peraturan perundarg-
undangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah
dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
disesnaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

m Pasal 27
ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai
déngan ketertuan peraturan perundang-undangatn diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah

~ dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
{1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh
Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan digkui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.,

3} Pembiayaan daerah sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 2’7

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalar

dibayar kemball dan/ atau pengeiua:ran yang akan d1ter1ma
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah diririci meriurut Urusan Pemierifitahan
Daerah, Orgatiisasi, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub
Ringian Obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30...
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Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Peridapatan Trafisfer: dan

€. Lain=lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 31

{1) Penddpatan Asli Daerah sebagaimana dimeksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. rétribusi daerah;

¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

{2) Pendapatati pajak daerali dan retribusi daerah sebagaimiana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b meliputi
pendapatari Sesuai detigan keferifuan Perdaturar Daerdah
yang mengatur pajak daeral dan retribusi daeralh.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

{4} Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf d terdiri atas:

a. hasil perijualari BMD yang tidak dipisahkan;

b, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

¢; hasil kerja sama daerah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

f. pendapatan bunga;

g penerimaan atas funtutan ganti kerugian Keuatigan
Daerah;

h. penerimaan komisi, petongan, atau bentuk lain sebagal

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;
i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;
peridapatan denda atas keterlambatan pelaksafidan
pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;
pendapatan denda retribusi daerah;
. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

wemgrE

Pasal 32...
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Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

a. melakukan punigutah atdu yang disebut nama ldinnya yang
dipersamakaii defigati putigutai di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

b. meéldkukan punigutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang
merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

(1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(2) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 hurnf b dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan
seluruhnya ke kas negara.

Pasal 34

(1} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf b meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar-daerali.
(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah;
¢. dana desa.
{3} Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 35

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. DBH; dan
b. DAU.
{3) Datia Tranisfer Khusus sebagaimaria dithaksud pada ayat (1)

huiuf b terdiri atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.
Pasal 36...




Pasal 36

{1} DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat {2} huruf a
bersumber dari:

a.
b.

pajak; dan
sumber daya alam.

{2) DBH yatig Beisumber dari pdjak sebagaimaria ditiaksud
pada ayat(1) huruf a terdiri atas:

3)

a.

b‘-

C.

pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,
pertambangan, dan perhutanan;

pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Qrang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal
21; dan

cukai hasil tembakau;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b berasal dari:

a.

penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin
usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan,
dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah
yang bersangkutan,

penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang
berasal dari penenmaan iuran tetap dan penerimaan
iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan
dari Wllayﬁh Daerah yang bersangkutan;

penerimaan negara dari sumber daya alam
pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan;

penerimaan negara dari sumber daya alam pertambang-
gn gas bumi yarg dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan

'penerl_maan dari panas bumi yang berasal dari
penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran
tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan; dati

penerittiaan petikanan yang berasal daii pungutan
pengusaha perikaman dan pungutan hasil perikanan
yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 37

DAU sebagaimana dimeksud dalam pasal 35 ayat 2 huruf b
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
fujuan pemeratdaan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 38...
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Pasal 38

Dana Transfer Khtisus sebagdaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf b bersumiber dari APBN yatig dialokasikan pada
Daerall ufituk mendanai Kegiatan khusus yafig merupakari
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oléd Pemierinital Pusat sesual derigan Kétérntuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dana insentif daerah sebagaimana dimsksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf b Bersumber dari APBN yarng dialokasikan képada
Daerali tertenitu berdasarken kriteria terteritu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
peticapaiati Kitietja terteifu.

Pasdl 40

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf ¢ bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemiberdayaan masyarakat.

{2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengalokasiani transfer Pemerinitah Pusat sebagaimiana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.

Pasdl 42

Pendapatan bagi hasil sebagairana dimiaksud ddlam Pasal 34
ayat (3] huruf a merupdkan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

{1} Bantuan keuangan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 34
ayat {3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah
lainnya baik dalam rahgka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan k‘euangan, dan/atau tujuan
tertentu lainmys.

{2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

&. bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 44..,
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Pasal 44

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimakstd

dalaim Pasal 30 huruf ¢ meéliputi:

a. hibah;

b. dana darurat; dan/atau

€. lain-lain penddapatan sesudi dergan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pas4dl 45

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a
meripakan bantuan beriipa nang, barang, dari/atau jasa yang
berasal dari Pemerintalh Pusat, Pemerititah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yvaiig tidak metigikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenafrigari dderdh sesudi dergan  kétentuan perdturan
perundang-undangan.

Pasal 46

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
merupakan dana yang bérasal dati APBN yang diberikan kepada
Daerah pada tahap pasca bericana unituk miendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulatigi olel Daerali detigan meriggutiakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 47

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemierintahan yang menjadi kewenangan daerah.

{2) Urusan Pemerintalian yang rheénjadi kewenangari daerah
sebeagaimena dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait Pelayanan Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

{5} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

(7)Belanja...
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{7) Belanja Daeral untuk pendanasan Urusan Pemerintahan
Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wwajib miengalokasikan belanja untuk
mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 49

{1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belafja, dan/atau standar teknis

~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangamn,

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

(5) Analisis Staridar Belanja dan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dan standar harga
satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

{6) Analisis Standar Belanja, statidar harga satuan, dan/atau
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
AFPBD.

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinei menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian
obyek Belanja Daerah.

Pasal 50

Urusan Pemerintahan daecrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja
negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain
terdiri atas:

a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan keamarnan;

ekonomi;

perlindungan lingkungan hidup;

perumahan dan fasilitas umum,;

keschatan;

pariwisata;

pendidikan; dan

perlindungan sosial.

P

o e
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Pasal 51...
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Pasal 51

dalam Pasal 49 ayat (7) d1sesua1kan dengan susunsh organisasi
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 52

(1) Belanja Daerah menurut Progiram dan Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7] disesuaikan dengan
Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundangsundangan.

{2 Program dan Kegiatan sebagaimana dimmaksud pada ayat (1)
rinciannya paling sedikit mencakup:

4. target dan Sasarar;
b. indikator capaian Keluaran; dan
¢. indikator capaian Hasil.

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerali serta indikator
capajan Hasil dan indikator capaian Keluaran yang
didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkem
nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator
Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

{1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja eperasi;

b. belanja modal;

¢. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakar pengeludran anggaran untuk Kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daergh yang memberi marnfaat jangka
pendek. i

{3} Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1
(satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

{5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintalh Daerah lainnya dan/atan dati
Pemierinitah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 54

{1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) huruf a dirinci atas jetiis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c.belanja...
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€. belanja bungs;
d. belanja subsidi;
e. belarja hibah; dan
f. belarja bantuan sosial.

{2) Belanja modal sebagaimaiia diffiaksud dalami Pasal 53 ayat
{1} huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

{3) Beélanja tidak terduga sebagaimana dimidksud dalasm Pasal
53 gyat (1) huruf ¢ dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja transfer sebagalmana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) huruf d dirinei atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 55

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
{1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{2} Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan
Pegawai ASN.

{3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pasal 56

{1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN deérigann memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Tambedhan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan beban ketja, tempat
bertugas, kotidisi kerja, kelatngkaan profesi, prestasi ketja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

{3) Pettiberian tambalian perighasilan keépada Pegawai ASN
daerah sebagaimarnia dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.

{4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan
tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Meriteri Dalam Negeri.

{3} Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
setelah  memperoleh  pertimbangan  menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(6)Dalam...
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{6) Dalam hal Bupati menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksiid pada ayat (4) dan (5),
menteri yatig menyelenggarakan urusan pemetintahan di
bidafig keuafigan eélakukan penuridaar darn/atau
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri
Dalari Negeri.

Pasal 57

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 [dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 58

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1}
hurif ¢ digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
Utanig yanig dihitung atas kewdjiban pokok Utang berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Pasal 59

(1) Belanja subsidi sebagaitnarna dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa
yang dihasilkan oleh badan wusaha milik negara, BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat.

(2) Badan usaha miilik negara, BUMD dati/ataui badan usaha
milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan yang menghasilken produk atau jasa
Pelayanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik
swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} yang akan diberikan subsidi terlebih dahuln
dilakukan audit keuangan oleh karitor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

~ bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.

{5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan AFPBD,
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana subsidi kepada Bupati.

{6) Ketentuan lebih lanjiit mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.

Pasal 60...
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Pasal 60

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
{1} hiiruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serfa organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukarinya, bersifat tidak wajib dan tidak
merngikat, serta tidak secara terus merierus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturari peruridang-undanigan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program
dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 61

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huryf f digunakan untuk menganggarkan
pembenan bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada
sﬁatnya tldak secara terus menerus da.n selektﬁ yang
bertujiian untuk melindungi dari kemurigkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

Keadaan tertentu <dapat Dberkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(2] digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainfya.

{2)Pengadaari...
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(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulari;
B. digundkan dalasi Kegiatan Pemierinitahan Daerdly; dan
~ C. batas minimal kapitalisasi aset.

{3) Batas miinimial kapitdlisasi aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf ¢ diatur dalam Peraturan Bupati.

(4} Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset
ditambah  seluruh  belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 63

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)

meliputis

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasionial Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantot, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Peémeriritah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap lainfiya tiericakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana
ditniaksud pada huruf a sampai detigan huruf d, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Perierirital Dgeral dan daldami kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk mengatiggarkan aset
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Pasal 64...
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Pasal 64

Belanja bagi hasil sebagaimana dimeksud dalam Pasal 54 ayat
{4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

{2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

b. bantuan Keuairigan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

¢. bantuan Keuangan Daerah kepada desa.

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat umum atau khusus.

{5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang
bersifat uitium sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan kepada penerima bantuan.

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (6] dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 66

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat {3} merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
serta péngémbalian atas kelebihan pembayaran atas
Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2)Dalamn. ..
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(2} Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil petijadwalan ulang capaian Program dan
Kegiatan lainnya sefta petigeluatran Pembiayaan dalam
tahiur anggaran berjalan; dar /4atdu

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

{3) Penjjadwadlan ulang cdapdian Pregram dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformiulasikan
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 67

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-<alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

¢. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumrniya, serta amanat peraturan peruridang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

{3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
sebagaimana dithaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan -
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang

 belum tersedia anggarannya .dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA

SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Bagian...
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Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Passl 68

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci meriurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek
Pembiayaan daerah.

{3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. SiLPA;

b. pencairan Dana Cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. penenmaan Pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

pembayaran cicilan pokok Utang yvang jatuh tempo;

penyertaan modal daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan
terhadap pengeluaran Pembiayaan.

{6} Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan untuk menutup defisit anggaran.

»

o0 TP

Paragraf 2
Peénerimaarn Pembiayaan

Pasal 69

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3] huruf a
bersuitiber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauarn peneritaarn periddapatan trafisfer;
¢. pelampauan penérimaan lain-lain Pendapatan Daeral yang
sah;
d. pelampauan penerimaan Pembiayaamn;
e. penghematan belanja;
f.kewajiban...
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f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun
belum terselesaikan; dan/atau

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan
sisa dana pengeluaran Petmbiayaan.

Pasal 70

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan.

(3} Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

{4} Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,
dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laperan pertanggungjawaban APBD.

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketenituan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3] huruf c
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Perierimaan atas hasil perjuadlan kekayadan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan
bukti penerimaan yang sah.

P4asal 72

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman
bersangkutan.

(2) Penerimaan Pirijaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d.lembaga...
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d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
&. masyarakat.

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimakstid pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai derigan Ketentuanh peraturan
perundang-undarigadi.

Pasal 73

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e digunekan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan
penerimaan Pembiayaan laitiiya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Petigeluatan Pemibiayaati

Pasal 75

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan
pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang
harus dibayarkarn sesuai dengan perjatijiann pinjaman dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewajiban Pemerintgh Daerah yang harus diselesaikan dalam
tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 76

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b pada BUMD
dan/atau badan usaha milik negara.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal daerah bersangkutan.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 77...




(1)

(1)

(4)

(3)

(6)

(1)

(2)
3)
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Pasal 77

Pemenuhan penyertaan modal pada tahtin sebelummnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersenditi sepanjang jumlah
afiggaran pefiyertaan friodal tersebut tidak melebili junilah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah mengerai penyertaati modal bersangkutan.
Dalam hal Pemerintah Daetrah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan meodal
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
peruiidarig-undangan.

Pasal 78
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
{4) huruf ¢, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

digunakan untuk mendanai kebutuhan Ilainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali

dari;

a. DAK;

b. Pinjaman Daerah; dan

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas

Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan

DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 79
Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD,
badan usaha miilik riegara, koperasi, dar/atau masyarakat.
Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuatt DPRD.
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merijadi bagian yang disepakati dalara KUA dan PPAS.
(4)Ketentuan...
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{4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sampai dengan ayat {3}
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus
atau defisit APBD.

{2} Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai
dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 82

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokek Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
€. pembentukani Dania Cadangan;
d. Pemiberian Pinjaman Daerahj dati/atau
€. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peratuFan peruridatg-undangan.
Pasal 83
Pemierintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf.u
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Paragraf 3
Defisit

Pasal 84

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD yang
yang sesuai batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan
batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 85

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat
harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan
pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Ur‘num Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 86

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD. '

{2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
berkoordinasi dengan menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguhan
nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan. »

(3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. kondisi ekonomi makro daerah;

b. asumsi periyusurnian APBD;

¢. kebijakan Pendapatan Daerah;

d. keébijakan Belanja Daerah;

e. kebijakan Pembidyaan Daerah; dan

f. strategi pencapaian.

{4) Rancarigan PPAS sebagaimatia dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan:

a. menentukdn skala priofitas pemibangunidn daerdah;

b. menentukan priofitas Program dan Kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
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¢. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon
anggaran sementara untuk masing-masing Program dan
Kegiatan.

Pasal 87

{1} Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1] kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulat Juli untuk dibahas
dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

{2) Kesepakatan terhadap raticanigah KUA dan raficangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Bupati dan Pimipinian DPRD pdlitig lamibat mifggu kedua
bulan Agustus.

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(4} Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
sesuai dengan Keterituan peratiiran perundang-undarngan.

Pasal 88

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD,; Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan
KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas
dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4)
htiruf b dapat dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu}] tahun anggaran dalam bentuk
Kegiatan Taliun Jamak.

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dithaksud pada ayat (1)
huruf b harus mementhi kriteria palitig sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang
secara tekflis Hiefupakan sdfu  kesatuan  urituk
merighasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD.

(4)Persetujuan,.,
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(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA
dan PPAS. '

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:

a. nama Kegiatan,;

b. janigks waktu pelaksaniasn Kegiatang
¢. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir;
kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan
prioritas nasional dani/atau kepentingan strategis nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 90

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan
ayat (3):

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan pendekatan.

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan
jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun. '

Pasal 91

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk belanja unituk keperluati mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat {3}.

Pasal 92

{1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Dderdli sebagaifiaria difiaksud dalasi Pasal 90 ayat (2]
huruf a dilaksanakan dengan metiyusun prakiraah maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan
yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari
tahun anggaran yang direncanakan.

(3)Pendekatan...
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(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (2} huruf b dilakukan dengan
memadukan seluruh proses perericanaan dan penganggaran
di lingkungan SKPD uiituk menghasilkan dokumen tencana
keija dati ariggarad.

{4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana
dimiaksud dalami Pasal 90 ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan
memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang
diharapkan dari Kegiatamn;

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

¢. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 93

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2]
dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2
{dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

~ untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat
dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya
untuk dilaksanakan atau disglesaikan pada tahun yang
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
yang direncanakan.

(3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir
untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan
dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 94

(1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan
peniganggaran berdasatkan Kinétja seébagaimana dimaksud
dalain Pasal 90 ayat (2) huruf é berpedoman pada:

a. indikator Kinerja;

B. tolek ukur dan Sasdran Kinerja sesuai analisis statiday
belanja;

c. standar harga satuan;

d. rencana kebutuhan BMD; dan

e. Standar Pelayanan Minimal.

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
Program dan Kegiatan yang diréricanakan mielipuiti masukan,
Keluaran, dan Hasil.

(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b merupakan ukuran prestasi kezja yang akan dicapai
dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
dari setiap Program dan Kegiatan.

(4)Sasaran...
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{4} Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

5

)

(7

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan peénggunaan
afiggaran derigat kuarititas dan kualitas yang terukur.
Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf b merupakan perilaian kéewdjaran atds beban ketja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
Kegiatan.

Standar harga satuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan harga safuan barang dan jasa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 95

RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
uyntuk tabun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya.

Rencana pendapatan; belanja; dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian
obyek.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan
dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 96

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) memiuiat Urusan Péiieriritahan daerah, organisasi,
kelomipok, jenis, obyek, ritician obyek, dan sub rirician obyek
Pendapatan Daerah.
Reficaria pendapatarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
ditetapkan sesual dengan Keterityan peraturan perundang-
undangan.
Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(1} dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanija.
Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) memuat Kelompok:
a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD; dan
b.pengeluaran...
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b pengeluaran Pembiayaan yang dapat dlgunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan mentrut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub
rincian obyek Péembiayaan.

{8) Urusan Pemeriritahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang
dikelola sésuai dengan tugas dan futigsi SKPD.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
memuat nama SKPD selaku PA.

{7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur
Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

{9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA
SKPD sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalarm Negeri teritang Pedoman Perigelolaan Keuangarn Daerah.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 98

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1] disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

{2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
oleh TAPD untuk mienelaah kesesuaian antara RKA SKPD
dengan:

a. KUA dan PPAS;
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumiiiya;

dokumen perencanaan lainnya;

capaian Kinerja;

indikator Kinerja;

analisis standar belanja;

standar harga satuan;

perencanaan kebutuhan BMD;

Standar Pelayanan Minimal;

proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran

berikutnya; dan
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan

penyempurnaan.

R

Pasal 99...
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Pasal 99

&

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

(2

dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah

disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit

terdiri atas: ' ) B

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah
dan organisasi;

¢. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, Lkelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar Piutang Daerah;

h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran yang direncanakan;

1. daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

sébagaimana dimaksiid pada ayat (3] memuat lampiran

palinig sedikit terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rineian
obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. petijabatar APBD eriifut Uflisdfi Pemeriritahian dgerah,
organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan;

¢. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 100...
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; Pasal 100
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan képada Bupati.

g BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 101

(1) Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1
(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

{2) Bupati yang tidak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 103

(1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) Berdasarkan persetijuan bersama sebagaimana dirhaksud
pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD;

(3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

) (4) Dalam...
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(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati

térlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana

, dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada
ahggota DPRD.

Pasal 104

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak

disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan

Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka

APBD tahun anggatran sebelumnya.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran yang
terdiri atas:

a.
b.

C.

ringkasan APBD;

ringkasan penjabaran APBD sampai dengan sub rincian
obyek;

ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi;

rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek,

rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar Piutang Daerah;
daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lain;

l.daftar...

i) i
»
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1 daftar Kegiatan tabun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan %kembali dalam tahun

daftar Dana Cadangan;

1i. daftar Pirijasian Ddérati;

0. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibaly;
dan

p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

'B.

Pasal 106

{1) Raneaiigan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

{2J Untik mempercleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Rancangasn Peraturan Bupati tentang APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
terhiturig sejak DPRD tidak miengambil keputusan bersama
dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah
teritarig APBD.

{3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh} hari Gubernur
tidak  mengesahkdn  rancangan  Peraturan  Bupafi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 107

{1} Dalam hal penefapan APBD mengalami keterlamhbatan,
Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi
sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun

ggaran sebeluminya.

(2} Pangeluanan sefiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak
sésuai denigan ketérnitudr peraturan perundarg-undarigan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapaten dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah
Pasal 108

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah

- disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerabh tentang
APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

&} Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

(3)Evaluasi...
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{3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
unfuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peratiran Bupati
tentang penjabaran APBD dengan:

a. ketentuar peraturan perundanig-uridangan yarg lebil
tinggi;

b. kepentingan umum;

¢. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

{4 Bupati mtertetapkean Rarcangan Peraturan Daerah tentang
APBD menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
apabila Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.

(5) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurhaan paling
lama 7 {tujuh) bhari sejak hasil ev&luasi diterima, apabila

Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Reraturan
Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
wmim, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD,

Pasal 109

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (8) dilakukan Bupati melalui Tim Anggaran
Pemenrintah Daerah bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

{3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang
APBD.

{4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan plmp1nan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga)
hati setelah keputusah tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 110

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupatfi tentatrig penjabaran APBD yang felah
dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD.

(2)Penetapan...
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. {2) Penetapan rancangsn Peraturan Daerah tentang APBD dan
, rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

(3] Bupati fiienyaripaikarn Perattran Daerat feﬁféﬁg APBD dari

‘ Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada
Gubernur paling lambat 7 {fujuh) hari setelah Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
nienetapkart Peraturanr Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Ymum

Pasal 111

{1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan

 dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah yang dikelola oleh BUD.

(2) Dalam hal Penérimaan dan Pengeluaran Daerah
sebagaimarna dimaksud pada ayat {1y sesuai dengan
ketﬁntuan peraturan perundang-unelangan tidak dilakgkan
pencatatan dan péngesahan Penemnaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut.

Pasal 112

{1} PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran,
dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

(2} Pejabat yanmg menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(3} Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil
vang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan
pejabat yang bersangkutan.

Pasal 113

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 114...
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. Pasal 114
Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan

Daerah tidak dapat dipergunakan lahgsung untuk pengeluaran,
Kecuati ditenitulan lain sesuadi defigari ketenfuarn peratiran
I perundang-undangan.

T Pasal 115

(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban apabila anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak .
cukup tersedia.

(2) Setiap pengeludran atas Beban APBD didasarkan atas DPA
dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD.

(8) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan
penigeluaran atas Beban APBD wntuk tujuan lain dari yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 116

{1) Untuk pelaksanaan AFBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
¢. péjabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungj awaban;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimiaan dan Bendahara Perigeluarar;
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran pembantu; dan
g. Pejabat lainnya dalam rarigka pelaksartaari APBD.
(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagmmana
dimaksad pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya
tahun anggaran berkenaan.

O

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Kas Umum Daerah

Pasal 117

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD
membuka Reékening Kas Umum Daerah pada bank umum
yang sehat.

{2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3] Penetapan bank unitm Ssebagaimaria dimaksud padd ayat (2]
dlmuat dalam pegarglan antara BUD dengan bank umum

Pasal 118...
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Pasal 118

{1) Dalam pelaksanaain operasional Penerimaeart Daerah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Bupati.

{2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap
hari.

{3} Rekening penerimbaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dloperamkan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

{4) Dalam hal Lkewagjiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} secara teknis belum dapat dilakukan
setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukanr secara
berkala yang ditetapkan dafam Peraturan Bupati.

{5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana
untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
reficana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

{6} Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 119

membuka rekenmg penenmaan melalm BUD yang
ditetapkan oleh Bupatfi pada bank umurm.

{2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang
ditetapkan oleh Bupati pada barik umum untuk menampung

UP.
Pasal 120
Pemerinteh Daerah berhak mempereoleh bunga, jasa giro,
dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank
berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 121
Biaya vyang timbul sehubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku
pade bank vang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 122...
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{1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka
peridék atas wdrtig Mmilik Daéral yang serierifara betutit
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan
Daerali, fugds daerah, dasi Kualitas pelayatian publik.

(2) Deposito dan/atau invesfasi jangka pendek sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas

ut Daerah paling lambat per 31 Desember.
Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 123

{1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun
dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD ditetapkan.

{2} Ranicangan DPA SKPD sebagaimiana diriakeud pada ayat (1j
memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program,
Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan
dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirakan.

{3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah
disusufi kepada PPKD palirig lambat 6 (enam) hari setelah
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan.

Pasal 124

(1) TAPD melakukan verifikasi rancarigan DPA SKPD bersama
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

{2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} disclesaikan palitg lambat 15 {lima betas) hart
sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran
AFBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1j, PPKD mengéséatikan raricatigani DPA SKPD setelah
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

{4] Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA
BKPD urituk disahkan olel dengan persetujuarn
sekretaris daerah.

{5) DPA SKPD yarig telali disalikan sebagaimiaria dimaksud pada
ayat (3] dan ayat (4] disampaikan kepals SKPD yang
bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional
metakukar pengawasan daeralt pating lambat 7 {tujul) Heri
sejak tanggal disahk

{6y DPA SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
diguniakan sebagai dasar pelaksanaarn arnggaran olel Képala
SKPD selaku PA.
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Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 125

{1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur kefersediaari dana dalam meridanai
pengeluaran sesuai dengan rericana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA SKPD.

{2} Anggaran Kas sebagaitiana dimaksud pada dyat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus kas keluar yang digunekan untuk
nieridanai Perigeliaran Daerali dalam sétiap periode.

Pasal 126

{}) Dalam rangka manajiemen kas, PPKD menerbitkan SPD
dengan mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umuim Daérah; dan
¢. perjadwalan pembayaran pelaksardasn anggaran yang

tercantum dalam DPA SKPD.

{2) SPD sebagaitfiatia diffiaksud pada ayat (1j disiapkarni oleh

Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD,

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125

dan Pasal 126 diatur dalarn Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausaldan
Pendapatan Daerah

Pasal 128

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat dalam waktu 1 {satu) hari.

(2] Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuanhgan, serta kondisi objektif laihnya, penyetoran
penierifiaani sebagaifiana diriaksud pada ayat (1) dapat
melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

{3] Seétiap pereriffiaarn harus didukung elel bukti yarig lerigkap
dan sah atas setoran.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi
dokumien elektromik.

(8) Penyeteran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaks
pada ayat-{1} menggunakan surat tanda setoran.

ud

Pasal 129...
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Pasal 129

{1} Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau
A6 tiiniai.

{2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dianggap
sah sefeéldl Kuasa BUD menerimia dota kredit atau dokuitien

~ lain yang dipersamakan.

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau
surat berharga yang dalam penguasaannya;

a, lebih dari 1 (satu] hari, kecuali terdapat keadaan
sebagaimana dimiaksud dalam Pasal 128 ayat (2);
darn fatat

b. atas nama pribadi.

Pasal 130

{1} Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakasi

- pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

{2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui
PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulam berikutnya.

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laperan perfanggungiawaban penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutrnya.

4] PPKD melakukan verifikasi, eva.Iuasy dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

Pasat 131

(1) Pengembalian atas kelebjhan Penerimaan Daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada
rekenirrg penerimaan yang bersangkutan.

{2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan
yang bersangkutan.

{3} Pengembalian atas kelebiltan Penerimaan Daeralt yanig
sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya
dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja
tidak terduga.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 132
{1) Seuap pengeluaran harus dldukung buktl yang Iengkap dan

(2)Pengeluaran...




{2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lemibaran
daerah.

{3) Perigetuarar kKas sebagaifiianid dimidksud pada ayat (2] tidak
termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan
tetidesdak sesuai dengan ketertudn peraturari perundatnig-
undangan.

Pasal 133

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersaunakan dengan SPD.

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen Tain yang dipersamakan dengan SPD.

{3} Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara
Pengeluaran pembanty melalui PPK SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yarg dipersamakan dengan SPD.

{4] SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas:

a. SPP UP;
b. SPP GU;
e. SPPTU;dan
d. SPPLS.

(5] 8PP sebagainiana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} terdiri
atas:

a. SPPTU; dan
b. SPPLS.

Pasal 134

{1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

{2) Penerbitan dap pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

{3 Ketentuan Iebih lanjut mengenai besaran UP dan GU
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

{4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan melainpirkan keputusan Bupati tentang
Yesaran UP sebagaintana dimaksud pada ayat {3).

[5) Batesan penggunaan Uang Persediaan oleh Bendal
Pengeluaran SKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

{6} Pengaguan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditampiri dengan dokumen pertanggungjawaban penggtinaan
UP yang sah.

Pasal 135...
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Pasal 135

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
pembantu mengajukan SPP TU unfuk melaksanakan
Kegiatati vyarig bersifat rmeridésak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

{2} Batas judnilah pefigajlan SPP TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD,

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulari, sisa T disetor ke Rekening Kas Uriterit Daerah.

{4) Ketentuan batas waktu penyeforan sisa TU sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikeeualikan untuk:

a. Keégiatan varg pelaksaridarirya melebibi 1 (satu] bulam;
dan/atau

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar
kendali PA / KPA

dﬂampm dengan daftar rincian rencana penggunaan dana
Pasal 136

{1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;
dan
€. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengajuan dekumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengetuarar
pembantu dalam hal PA melimp sebagian
kewenangannya kepada KPA.

"“h‘ 2 33

Pasal 137

{1} Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak diterimmanya tagian dast pikiak ketiga melalui PPTK.

(2) Pengeguan SPP LS dilampm dengan kelengkapan persyaratan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 138

(1) Berdasarkan perigsajiian SPP UP sebagaimana dimiaksud
dalam Pasal 134 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

{2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 ayat (2], PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM GU.

{3)Berdasarkan...
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{3) Berdasarkan pengajuan SPP TU scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (1J, PA/KPA mengajukan permintaan
TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 139
{1} Berdasarkan SPP LS yang digiukan oleh Bendahara
Pengéluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1}; PPK
SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

4. kebemaran iaterial surat bukti mengeiai Hak piliak
penagih;

B. kelerigkapan dokumien yang menjadi persyaratan/
sehubungan derigan ikatan/perjanjian pengadaan
barang/jasa; dan

€. ketersediagn dana yearig bersarngkutan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban

\PBD ifielalui péerierbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

(3) Dalam Hhal hasil verifikasi tidak memeriuhi syarat, PA/KPA
tidak menerbitkany SPM LS.

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] paliig lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Pasal 140

{1} Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank
operasional mitra kerjanya.

{2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimiaksud pada dyat (1) paling

 Tama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

{3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. mietiguji kebetidrarn *pei‘hﬁ:ﬁﬂg’a‘fi tagikian atas Beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan da.na Kegiatan yang bersangkutan;
dan

d. memerintahkan  pencairan dana  sebagai dasar
Pengeluaran Daeratr.

{4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA
apabila:

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PA/KPA, dan/ atau
b. pengeluaran tersebut melam

{5) Kuasa BUD mengembahkan dokumen SPM dalam hal
keterituan sebagaimaria dimaksud pada ayat (4) paling
lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 14%...
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Pasal 141

{1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pemibantu
melaksanakan pembayaran setelah:

a. fienelifi kélefigkapari dokutiiéd peéribayaran yarig
diterbitkan sleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b. merigliji keBeraran perhitungan tdgihidn yang teréan
dalam dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

{2} Berndahara Perigeluararn/Beridatiara Perigetuaran pembantu
wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipenitihi.

(3) Bendahara Perigeluaran/Bendahara Pengeluaran perbantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Atu

Pasal 142

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
sebagai wajib pungut Pajak 'Pengﬁasﬂan (PPRj dan pajdak Tainitiya
waiib menyetorkan selurub penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 143

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
afiggdaran bérkenddn setelal takvr anggaran berakhir.

Pasal 144

{}) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan  penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK SKPD palirig lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

{2] Bendahara Pengeluarari/Bendatiara Perigetuardarn pembantu
pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
furigsiorial atas perigelolagrn uang yatig menjadi fanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggatl 16 bulan berikatrya.

{3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporafl pertariggungjawaban difetapkari dalam
Peraturan Bupati.

{4} Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilaksanakan  setelah  diterbitkann surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

{5} Untuk tertib laperan pertanggungiawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh..
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Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

Pasal 145

{1) Pelaksanaan dan penatausabasn penerimasn dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
sebagaiiana dimaksud pada ayat (1) ditakukas ietatud
Rekening Kas Umum Daerah.

{3) Dalafi W4l perieritiiaan dad pergeluaran Pembidyadas Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melatui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran

Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 146

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

4. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya,

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD;

d. melunasi kewa31ban bunga dan pokok Utang;

¢, mendabai kenaikan gaii dan tuniangan Pegawai ASN skibat

_ adanya kebgakan Pemerintah;

f. mendanai ngram dan Kegiatan yang belum fersedia

mggaranﬂya, /atau

ditingkatkan dari yang telah da;tetapkan dalam DPA SKPD
tahun ahnggaran befjalan, yeng dapat diselesaikan sampai
denigan batas akhir penyelesaian pembayardn datam tahios

Pasal 147

{}) Pemindahbukuan dasi rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah dllakukan berdasarkan rencana
penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(2) Pemitdahbukuan dari rekening Datia Cadangan ke Rekening
Kas Umfiviin Daerali sebagairiarna dimidksud padd ayat (1)
dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daeral tenfadg pemibefifukan Dafia
Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling tinggi sejfﬂnﬁah pagu Dana Cadatigan yatig akan
digunakan sesuai peruniukannya pada tahun anggaran
berkenaan sesuai denigan yang ditetapkan dengan Peraturamn
Daéral tentang pemibenttikan Dana Cadarngan.

(4)Pemindah...




4} Pemindahbukuan dari rek ] : ek
Kas Umum Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD atas peérsétujuan PPKD.

Pasal 148

{1 Pengalokasian anggaran wmfuk pembentukan Dana
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
jumilah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

~ pembentukan Dana Cadangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1y
dipindahbukiikari dari Rekening Kds Umitm Daérati ke
rekening Dana Cadarigan.

{3} Pemindahbukuan sebagaimena dimaksud pada ayat {2}
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BVD atas
persetujuan PPKD.

Pasal 149

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD berkewajiban untik:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh kepala SKPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

6. (ehgujt ketérsediaar datia yang bérsangkuteny; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Pengelolaan Barangﬂ Mﬂlk Daerah
Pasal 150
Pengelolaan BMD dﬂaksanakan sesuai dengan ketentuan

BAB VII
LAPORAN REALISAS]I SEMESTER PERTAMA
AN GGARAN PENDAPATAN D‘AN BELANJA DAERAH

PENDAPATAN DAN

éﬁlﬁﬁﬂdk DAERAH

Bagian Kesatu
‘Laporan Redlisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 151
(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis wurntuk 6 (enam] bulan

berilutnya.
{2)Laporan...
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{2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikas
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tah-un
anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Dasar Perliibahan Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah

Pasal 152

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 menjadi dasar perubahan APBD.

{2) Perubahan AFPBD sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila terjadi:

a. perkembarngan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang mhenhyebabkan harus dilakukan pergeseran
afnggaran antar organisasi, dntdar udit orgariisdsi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

€. keéadaad yarig sienyebabkasd SiLPA falir ariggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. keadaan darurat; danfatau

e keadaan luar biasa.

Bagiar Ketiga
Perubaharn Kebijakan Umuin Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prieritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 153

{1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 152 ayat (2] huruf a
dapat berupa terjadinya:

a. peiampauan atau tidak tercapainya preyeksi Pendapatan
Daerah;

b. pelampaudan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja
Daerati; dan /atau

€. perubahan sumher dan penggunaan Pembiayaan daerah.

{2) Bupati memformulasikan perfkembarigan yang fiddk sesuai
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ke
dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
berdasarkan perubalian RKPD.

{8) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi
denigan KUA vang ditetapkan sebelimnya.

{4) Dalamn rancangan perubahan PPAS sebagaimatia dimmaksud
pada ayat {2} disertai penjelasan:

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD denga.n
mASmpertinm
anggaran belj alan,

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi
KUA tidak tercapai; dan

c.capaiatn...
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€. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang
harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila
melampaui asutnsi KUA.

Bagian Keempat
Pergéserari Afiggaran

Pasal 154

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit organisasi, antar Program, antar Keglatan, dan antar jenis,
aritar obyek, antar rincian obyek, dan/atau siuib rirician obyek
pendapatan dan belanja.

Pasal 1535

{1} Pergeseran arnggaran antar organisasi, atitar uiiit organisasi,
antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilakukan melalui
perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar
rincian obyek belanja sebagaimema dimaksud dalam Pasal
156 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD,

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja
dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {2) difermulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

{5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebaga:mana, dlmaksud pada ayat 12) selanjutnya d’ltuangkan

APBD atau d1tampung dalam Iaparan reahsa31 anggaran

{6) Perubghan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {5} ditampung dalam
taporan reatisast anggaran apabila:
a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan

Daerah tentang perubahan APBD.

{7} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
aniggaran diattir delam Peratiran Bupatt sesusi keténtuan
peraturan pemndang—undangan

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnye Dalam Perubshan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 156

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeliaran Sébagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2
huruf ¢ diformulasikan terfebih datiulu dalam Perubshan DPA
SKPD dan/atau RKA SKPD.




-67-

~ Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 157

{1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk

mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dalam
rahncangan perubahan APBD.

{2) Datam hal pengeluaran wmtuk feridanal keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
perubghan APBD atau dalami hal Pemerinitalh Daerah tidak
melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 158

‘ Perubahan APBD hanya dapat dllakukan 1 (satu} kah dalam

merupakan keadaan yang menyebabkan estlma31
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami
kenaikan ataw penurunan lebih besar dart 50% {lima puluh
persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

e o

perutidang-undarigan.
Pasal 159

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalarn APBD mengalami kenaikar Tebiti dari 50%
{lima pulub persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (2] dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru
dan/atau peningkatan capaiain Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

(2] Dalam W4t keadaan ludr biasa yang sienyebabkan estimiasi

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
50% (lifiia pulih persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasat
158 ayat {2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan
laininya datam tehun anggaran berkerigan.
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Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belarja Daerah

Pasal 160

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2]
disampaikan kepada DPRD palirig lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

{2} Rancangan perubahan KUA dan rancangan peruabahan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan
disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tehun
anggaran berkenaan.

Pasal 161

{1} Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
153 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah
menyusun RKA SKPD.

{2y Iﬁerﬁba‘haﬂ 'KUZ—’& &an peru‘Bahan WAS se’bagamiana
daerah dlsertau dengah
a. program dan Kegiatan baru;

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;

¢. batas wakitu penyampaizn RKA SKPD kepada PPKD;
dan/atau

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar
belanja, standar harga satuan dan perencanaan
kebututian BMD sefta dokuiien laif yang dibutuhkas.

(3) Penyampajan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 162

{1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan
KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 ayat (2].

{2) RKA SKPD sebaggimana dimaksud pada ayat (1
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 163
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan REKA SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 97

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA
SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 164...
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Pasal 164

(1) DPA SKPD yang dapat ditibah sebagaimana dimakstid dalam
Pasal 161 ayat (2) hutuf b beérupa peningkatan atau
perigurarigasi capaian Sasdarari Kiriérja Prograri dari Kégiatan
dari yang telah ditetapkan senmla
Program dan Kegxatan sehagalmana dxmaksud pada ayat 11
diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

{3) Perubaltan DPA SKPD mermudat capatatt Sasavan Kinerja,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan bajk sebelum dilakukan perubahan
matipun setelal periibahan.

Pasal 165

{1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan
pérubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD
disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

{2} Verifikasi sebagaimiand dimaksud padd gyat (1) ditakukasn
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD
dan perubahan DPA SKPD deiigan:

perubahan KUA dan perubahan PPAS;

prakiraan maju yang telah disetujui;

dokumen perericanaan Iairinys;

capaian Kinerja;

indikator Kinerja;

analisis standar belatija;

standar harga satuan;

perencanaan kebutuhan BMD;

i; Standar Pelayanan Minimal; dan
J. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan
DPA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan
penyempurnaan.

FRmope T

Pasal 166

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
perubghan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan
RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Peraturani Daerah tentang perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran
patinig sedikit térditi dtas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Perfibiayaai;

b. ringkasan APBD menurit Urusan Pemerintahan Daerah
dan organisasi;

¢. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,
orgarisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d.rekapitulasi...
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rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaign menurut
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan
Kegiatan;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftar jumlali pegawai per golorigan dan per jabatan;
daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;
lain-lain; ) ) o
daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tabun
anggaran berkenaan;

daftar Dana Cadangan daerah; dan

penambahan dan pengurangan aset

m. daftar Pinjaman Daerah.

(3] Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
terdiri atas nota keunangan dan rancangan Peraturan Bupati
tentatig penjabaran perubahan APBD.

{4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
lammipiran paling sedikit terdits atas:

a.

b.

Gl

ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan;

penjabaran  perubahan APBD menurut Urusan
Pememtahan éaerah erga:nisasz Pragram, Kegiatan
Pemb1ayaan,

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 167

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang
telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keésembilan
Perietapan Perubatian Ariggaran Pendapatar dar
Belanja Daerah

Pasal 168

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
fentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan
September tahut anggaran berkenaan.

Pasal 171...
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Pasal 169

{1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD dilaksanakan oléh Bupati dan DPRD
setelall Bupati fieryampaikan fancarigarn Peraturard Daéfah
tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen
penduking sésuai detigan Ketentuan perfaturan perunidatig-
undangan.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
perubatian APBD berpedoman pada perubahan RKPD,
perubaban KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Keseptilih
Persetujuan Rarncarigan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 170

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan
Daeralr tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD
bersama Bupati paling lambat 3 (tiga] bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir.

{2} Dalam hal DPRD sampai batas wakiu secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama
dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

(3) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.

Bagian Kesébélas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 171

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang
telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada
Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persetujuan Raneangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentarig perijabaran perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disertai dengan
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS
yang disepakati antara Bupati dan HPRD.

(3)Evaluasi...
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{3) Evaluasi na; maksud pada ayat (1} dilakukan
untuk mengujl kesesualan rancangan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang pénjabaran perubahan APBD dengan:

4. keterituail peratufail perunidang-urnidanigan wyatig lebil
tinggi;

b. kepentingan umui;

¢. perubahan RKPD, perubahan KUA, dat perubahan PPAS;
dan

d. RPJIMD.

{4) Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangar, apabila Kepiifusan
Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
usnum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.

(5) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh} hari sejak hasil evakuasi diteﬁma, apabila

»»»»»»»

Peraturan Daerah tentang perubahan 'APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan uwmum, RKPD, KUA, PPAS; dan
RPJMD.

Pasal 172

(1) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebihh - tinggi, kepentingan -wmum, perubahan RKPD,
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali
kota bersania DPRD melakukan pernyempuriiaan patifig lafia
7 {tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

(2) Penyeripuitiddar Hasil evalilasi sebagaitiana difnaksud pada
ayat (1} dilakukan Bupati metalui Tim Anggaran Pemeriritah
Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

{3y Hasil periyenipurriaan sebagaﬂnazﬁa dimaksud pada ayat {1
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD,

(4} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {3 dijadikan dasar penetapan Peraturan Daérah tentang
perubahan APBD.

{5} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

{6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 {tiga)
hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VII...
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AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 173

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD; dan
¢. BAS untuk Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.

Pasal 174

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam 7Pasal 173 ayat (1] huruf a, meliputi
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan
akuntansi akun.

{2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yatg berfurigsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akiin sebagaimana dimiaksud pada ayat
(1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, petilaian,
dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai
dengan SAP.

Pasal 175

(1) SAPD sebagaimaria dimaksuid dalam Pasal 173 ayat (1) huruf
b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan
penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
©. neraca;
d. laporan operasional;
e, laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas Iaporan keunangan.

{3) sAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi sistem

akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 176...
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Pasal 176

(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
ayat (1) huruf ¢ meéfupakan pedoman bagi Pemerintah
Daerah  ddalaimt = frielakukarn  kedefikasi akur  yang
menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan
secara lengkap.

{2] BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan
lapora:n keuanga’:ri secara mnasional yang selaras dan

rintah Pusat dengan Pemerintah
Dae:ah, yang mel;putx penganggaran, pelaksanagn anggaran
dan laperan keuangan.

(3) BAS urntuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat,
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 177

{1} Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
Taporan keuarngan SKPD selaku entitas akurnitansi.

{2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA
sebagai entitas akutitansi paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran; ‘
b. feraca;

€. laporan operasional;

d. laporati perubaharn ekuitas; dan

€. catatan atas laporai keuarigan.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} disampaikan kepada Bupati melalui PPKD palirig lambat
2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dilampiri
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh
Pengguria Ariggarafi.

Pasal 178

(1) Laperan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) disusun dan disajikan
oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1} paling sedikit meliputi: ”

. laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

® 0 oo

(S} Laporatn...
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{3} Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran beérakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 179

{1} Laperan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilakukan reviu oleh
aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2) Laporan Lkeuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(3) Pemeriksaan laporan Lkeuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksiid pada ayat (2] diselesaikan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah.

{4 Dalarn  hal Badan  Pemeriksa  Keuangan  belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2
(dua) bulan setelahh menerima laporan Keuangan dari
Pemerintah Daerah rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan
képada DPRD.

Pasal 180
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).

Pasal 181

{1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
kenangan 8KPD  hulanaf dan sefiiesteran  untiuk
disampaikan kepada Bupati mielalui PPKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Dalam rangka memetiuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keyangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangarn.

(3) Laperan Keuangan SKPD Bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang memuat paling sedikit Laporan Realisasi

(4) Laporan Keuangan SKPD Semesteran sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} yang memuat paling sedikit Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB IX...
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PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
Pasal 182
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja

dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 {enam)} bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dibahas Bupati bersama DPRD untuk miéndapat pérsetifjuan
bersama.

Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 7 {tajuh} bulen setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 183

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan
Rancangan  Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan
kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati,
Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Ranicangari Peraturan Bupati tentang petijabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
iaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangam,
Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

(3)Dalam...
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{3} Dalam hal Guberhur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
petijabarani APBD, Perafuran Bupafi tenfang penjabaran
perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasﬂ pemerlksaan Badan Pemerlksa Keuangan

lama 7 (tujuh) hari ferhitung se_}ak hasﬂ evalua;s,l diterima.
Pasal 184

(1) Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Daergh tentang pertanggun’awa‘ban pelaksanaan
APBD dari Bupati, apabila DPRD tidak mengaembil keputusan
bersama dengan Biipati terhadap Rancangan Perturan
Daerali tertarig pertaniggungjawaban pelaksanaan APBD,
Bupati metiyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

{2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setelali memiperoleh pengesahan dari
Gubernur.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}, Rancangan  Peraturari Bupati tertang
pertanggungiawaban pelak APRD beserta
lampirannya disampaikan pahng la,mbat 7 (tujuh) hari
terhifunig se€jak DPRD tidak mierigambil Keputusan bersama
dengan Bupati terhadap Raricarigan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4] Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas] hari; Gubernur
tidak mengesahkan  Rancangan  Peraturan  Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan
Bupati.

BAB X

Bagian Kesatu ‘
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 185

(1) Setiap pejabat yang diberi Kuasa untuk mengelola
pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib
mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan
seluriuthriya derigarn tepat wakfu.

{2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas
piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undarigan.

(3)Piutang.:
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{3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan s¢
dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundarg-undangan.

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah
perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai
dengan keétentuan peraturan perundang-undarngan.

Pasal 186

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat
dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur meérigeriai perighaplisan pititang
negara dan Daerah, Kecuali mengenai Piuitarig Daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentwan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah
yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, diatur dalam
Peraturan Daerah sesusai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Inveéstasi Daersh

Pasal 188

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
laititiya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 189

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keemipat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 190

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan

~ ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3} Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman
Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BABXI...
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PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

()

2)

@

(4)

(5)

(6)

™)

(1)

)
3)

Pasal 191

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitdas BLUD dalam
Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola
BLUD.

Pejabat perigelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) bertanggung jawab afas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang
dihasilkas.

BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan
dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan dengan
mengacu Kkepada rencana strategis bishis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BLUD mengajukan Rencana Bisnis Anggaran kepada kepala
SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari
rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang telah disetujui,
digunakan sebagai acuan .dalam menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran BLUD untuk digjukan kepada PPKD
sesuai dengan kewenangannya.

Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah,
hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain
pendapatan BLUD yang sah.

Belanja BLUD terdiri atas belanja operasi, dan belanja
modal.

Pasal 192

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara
lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
marfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang
pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang
didelégasikas oleh Bupati.

Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek
bisnis yvang sehat.

Pengelolaan keuangan BLUD berupa Piutang BLUD yang
dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan
nilai tambah, sesuai dengan praktek bishis yang sehat dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Pengelolaan...
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{4} BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanian kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

{5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
investasi jangka pendek.

(6) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai ketentuan peraturan
perundag-undangan.

(7} Pengelolaan keuangan BLUD dalam Pengadaan barang/jasa
oleh BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan
ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(8) Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkarn oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 193

{1} BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan
yvang berupa akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang
sehat.

(2) Pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja
operasional BLUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan
dalam Rencana Bisnis Anggaran.

(3) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya kecuali atas perintah bupati, sesuai
dengan  kewenangannya, disetorkan  sebagian atau
seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 194
Penjisunan dokumen sebagaimatia dimaksud dalam Pasal 191
ayat (6), Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191 ayat (7), belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191 ayat (8), dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-
undangan. '

Pasal 195
Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
(2), piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
(8), investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
192 ayat (5), pengadaan barang/jasa sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 192 ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 196

Sistem informasi manajemen keuangan yang berupa akuntansi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), ketentuan berkaitan detigan
kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
193 ayat (2}, surplus anggaran sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 193 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-uridanigan.
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BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 197
Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 198

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak
langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian
dimaksud. :

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

(3) Tata cara penggantian Lkerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 199

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan

"~ daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} digunakan urituk:

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah
dati laporan Perigelolaati Keuarigan Daerah;

b. memibantu Bupati dalam merumuskan kebijakan
Keuangan Daerah;

¢. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja

Keuangan Daerah;

menyediakan statistik keuarigan Pemerintah Daerah;

mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan wrusan  pemerintehan di bidang
keuangan.

(5) Pemerintah Daerah yang tidak mengumumkan informasi
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

o o

BAB XIV...
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BAB X1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Umum
Pasal 200

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 201

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200
dilakukan dalam berituk fasilitasi, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200
dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 202

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 dan Pasal 201 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang
ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati
wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas
pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

(2) Penyeleniggaraan sistem pengetidalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH,
DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara
supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.

(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan
DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas
daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang
diatur dalam peraturan perundang- undangan;

b.memastikan...
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(2)
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b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah tertitama urntuk penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara

optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada
Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 205

Pemeriritah Daerah mienerapkan sistem pemeriritahan
berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja
Pemerintah Daerah;

penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusunan anggaran;

pengelolaan Pendapatan Daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
akuntansi dan pelaporan, dan

pengadaan barang dan jasa.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan
sistemnt petnerinitahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pE e pe s

BAB XV
PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 206

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. transparan;

c. akuntabel;

d. efisien dan efektif; dan

é. kehati-hatian.

Pasal 207...
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Pasal 207

(1) Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada

a

pihak luar negeri.

" (2) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman

pihak lain.

(3) Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat

dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah

beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan
tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi
Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Pinjaman Daerah

Pasal 208

(1} Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerahr harus

(1)

(2)

memenuhi persyaratan:

a. jumlah sisa Pinjamman Daerah ditambah jumlah pinjaman
yvang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima
persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;

b. tidak meripunyai tunggakan atas péngembalian pitijaman
yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

a. kegiatan yang dibidyai dari Pinjaman Daerah harus sesuai
dengan dokumen perencanaan daerah; dan

b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 209

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

(3)Petierimaan. ..
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(3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau

e. masyarakat.

(4) Biaya yang timbul akibat Pinjaman Daerah dibebankan pada
anggaran Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 210

(1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau
masyarakat.

(2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

(3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam
KUA dan PPAS.

Pasal 211

(1) Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD
diperkirakan surplus.

(2) Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
dengan mengacu pada perjanjian pemberian
pinjaman/pemberian utang.

(3) Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengembalian Pinjaman Daerah

Pasal 212

{1} Nilai rasic kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit
2,5 (dua koma litha).

(2)Ketentuan...
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(2) Ketentuan mengenai perubahan nilai rasio kemampuan
* keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan sebagaimana

# '  dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional

dan kondisi keuangan daerah.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah

Pasal 213

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui: .

a. pembayaran langsung;

b. rekening khusus;

c. pemindahibukuan ke RKUD;
d. letter of credit, dan

e. pembiayaan pendahuluan.

(2) Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi
penerimaan.

(3) Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

(4) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

(5) Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 215...




-87-
Pasal 215

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 9 jun 2023

BUPATI BONDOWOSO,

WA ARIFIN
Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 9 jum 2023
SEKRETARIS KABUPATEN BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 62-2/2023




H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan
2‘@’14 tentang Femenntahan f}aerah teiah membenkan ﬂampak yang
cukup besar atas penataan regulasi tentang Pemerintahan Daerah,
termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya, yaitu Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang
Nemer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan:Pembangunan
Nasional, dan Petaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Qleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk
menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diatur sebelumnya, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini,
Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3
{tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tertib” adalah Keuangan Daerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
dengan bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. )
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian
Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran
tertentu.
Yang dimaksud dengan “ckonomis” adalah perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang tererdah.
Yang dimaksud dengan “efektif’ adalah pencapaian Hasil
Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
dengan cara membandingkan Kelyaran dengan Hasil.

Yang...

L
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Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang Keuangan Daerah.
Yang dimgksud dengan “bertanggung jawab” adalah
perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk
mempertanggunigiawablian pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.

limaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan
thusi kewenangan dan pendanaannya.
Yaﬂg" ﬁffﬁal{S‘lié dengan “kepatutaﬁ” adalah sindakan atau
suatu sikap yang dllakukan dengan wajar dan proporsional.
Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masyarakat” adalah
Keuangan Daerah dinfamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “taat pada ketentuan pergturan
perundang-undangan” adalah Pengelolaan Keuangan
Daerah harus sesuai dengan ketentyan peraturan
perundang- undangan,

Ayat {2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat {1}
- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat {4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keordinator” adalah terkait dengan
peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan
Daerah.
FHuraf b
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (5)
Luk
Ayat (6]
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasalb
Cukup jelas.

Pasal 7...



Pasal 7
Ayat{l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huryfa
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Cokeap jelas.
Hurtf e
Kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewenarigan SKPKD sesuai keterituan peraturan
perundang-undangan. ’
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat{l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Furuf €
) Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “melaksanakan Pemberian
Pinjaman Daergh atas ngma Pemerintah Daerah”
adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman
Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman
Daerah.
Hurufj
Cukup jelas.



Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
. Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Hurufi
¥ang dimaksud dengan “mengelola Utang dan Piutang
Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya” adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA SKPD.
Huruf j
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Hurufn
Cukup jelas.

up jelas.

Ayat {2}

Cukup jelas.
Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Unit SKPD” termasuk unit pelaksana
teknis daerah.

Ayat {2}
Cukup jelas.

Ayat {3}
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12...




Pasal 12
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah
PA/KPA menetapkan PPTK melalyi ysylan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan.
Ayat {2}
Yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah tugas yang
ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan
yang mengalaba&an pengeluaran atas Beban anggaran belanja
yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b, elaporkan perkemmbarngan pelaksanaan Kegiatan;
c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
d, melaksanakan kegiatan pengadaan bamnpfijasa  sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengadaan barang/jasa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
LCukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat [1)
» Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat {3)

Yang dimaksud dengan “fungsi otorisasi” adalah anggaran daerah
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun berkenaan.

Yang dimaksud dengan “fungsi perencanaan adalah anggaran
daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
Kegiatan pada tahun berkenaan.

Yang...
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Yang dimaksud dengan “fungsi pengawasan” adalah anggaran
daerah menjadi pedoman wuntuk menilai apakah Kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “fungsi alokasi” adalah anggaran daerah

harus diarahkan untuk menciptakan Tapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Yang dimaksud dengan “fungsi distribusi” adalah kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Yang dimaksud dengan “fungsi stabilisasi” adalah anggaran
Pemerintah Daerah metjadi alat ufituk metnelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)

Pasal 24

Carkup jelas.

Ayat {1}

Cukup jelas.

Ayat{2)

Cukup jelas.

Ayat {3}

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avat [6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “dianggarkan secara brute” adalah jumleh
Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasitkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Culkup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasatl 27

Culkup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset lancar
jangka pendek.

| Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31...




Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Cukup jetas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat {1
Cukirp jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bahgunan”
adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, &ikuasa:c danfatau dimanfaatkan
d1 kawasan yang dlgunakan untuk keglatan usaha, antara.

dengan ket,entuan peraturan pemndaﬁg«uﬂdangan
Huruf b
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3}

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
] Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor
yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di
 wilayahnya.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Huruf a
Hibah baik daglam bentyk devisa, rupiah, barang, dan/atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatithan yang tidak perlu dibayar
kembali.
Hurufb
Cukup jelas.
Huwruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 45...



Pasal 45
Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
kepada penerimta maupun pemberi seérta tidak menyebabkan ekonomn
biaya tinggi.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan “alokasi belanja” sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja
untuk fungsi pendidiken, anggaran kesehatan, dan infrastruktur,

Cukup Jelas.
Ayat (3)
Culkup Jelas,
Pasal 49

Ayat {1}
Cukup Jelas.
Ayat {2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional” adalah
harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Penetapan  harga satyan  regional dilakukan  dengan
memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku di suatu
Daerah.
Ayat (4)
Standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat
memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suaty Daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat {7)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
w Cukup jelas.
Pasat 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Yang dimaksud detrigan “belatija modal” atitara laint berupa
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan,
ffigasi dan jaringan, dan aset tetap Tainyiya.



Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Avat {2)

Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Hurufa
¥ang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara Tain berupa gaji
dan tunjargan, tambelan penghasilan Pegawai ASN, belanja
peneritnaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
Bupati/Wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, dan honorarium.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf £
Cukyp jelas
Ayat {2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas,

Pasal 55
Ayat {1)
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pegawai ASN” adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemeriniah.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan
Ayat (2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas
yang dinilai melampaui beban kerja normal.




-10-

Tammbahan penghasilan betdasarkan tempat berfugas diberikar
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di Daerah memiliki titigkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tingg.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tingg
dan/atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4}

Cukup jelas.
Ayat (5)

cukup jelas.
Ayat (6}

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja barang dap jasa” antara lain
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
jasa asuransi, perawatan kendaraan bermeotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/paikir, sewa
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, mekamen dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakalan khusus dan hari-hari tertentu,
peijalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan
pelayanan  (availability = payment}, lain-lain  pengadaan
barang/j jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang
dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS,
belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,
dani belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak
ketiga /masyarakat.

Yang dimaksud dengan “barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga” adalah barang/jasa yang
terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang
tercantum dalam RPJMD.

Ayat {2)

Cukup jelas,

Pasal 58
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja
bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Cukug jela"s.
Pasal...
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Pasal 60
Ayat (1)
Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang
disampaikan kepada Bupati.
Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Culaup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan “belanja modal” antara lain berupa
belanja modal tanah, belanja. modal peralatan dan mesin, belanja
meodal gedung dan bangunan, belanja medal jalan, irigasi dan
_jaringan, dan aset tetap lainnya.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4) ‘
Cukup jelas,
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat {1)
Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu lainnya” adalah dalam
rangka memberikan manfaat bagi pemberi danj/atau penerima
bantuan keuangan.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat {6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat {1)
Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ayat (2)

Cukup jelas. -
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
‘Cukup jélas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
‘Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan” seperti dokumen
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dekumen sejenis lainnya.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Pasal 74
Cukup jclas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80 )
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surplus APBD” adalah selisih lebih
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Yang dimaksud dengan “defisit APBD” adalah selisih kurang
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Ayat (2)
‘Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 82
Hurufa
Yang dimaksud dengan “pembayaran cicilan pokok Utang yang
jatuh témpo” adalah pembayaran pokek Utang yang belum cukup
tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan
pérjanjian.
Huruf b
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe...
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Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 86

Ayat (1

Pedoman penyusunan APBD antara Taitt memuat:
a. kebijakan penyusunan APBD;
b. teknik penyusunan APBD; dan
€. hal khusus lainnya.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam
mencapai target.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Bupati menyampaikan Rancangan Perafuran Daerah tentang APBD
berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD,
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati.
Pasal 89

Ayat (1)
4 Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang
tercantum dalam RPJMD.
Yang dimaksud dengan “pekerjaan atas pelaksanaan
Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung
pada pergantian tahun anggaran” antara lain penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan
sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan
(cleaning service).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)...
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (duaj}
tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama
tahun anggaran berjalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat {1}
Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan
kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi
Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator
Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan.
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukiip jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal...
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Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Yang -dimaksud dengan “angka APBD tahun anggaran
sebelumnya” adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” adalah
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus darn harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,
seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman; bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengarn kefentiian peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk
tentang APBD dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan
menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan
Kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsisterisi aritara rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dengan KUA dan PPAS.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 109
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat {5)
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dekumen lain yang dipersamakan dengan
SPD” antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bank umum yang sehat” adalah bank
umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perbankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
‘Cukup jelas.
Pasal...
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Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mendepositokan” adalah penempatan
deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang
aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak
melampaui tahun anggaran berkenaan.
Ayat {2}
Cukup jelas.
Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2§
Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang
memiliki tugas dan fungsi pendapatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1)

' Yang dimaksud dengan “Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang” adalah penerimaan yang setiap tahun rutin
dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi,
dan lainnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang” adalah penerimaan yang tidak setiap tahun
dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal...




Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas:
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup Jelas.
Pasal 140
Culkup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
_ Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Ciikiip jélas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prognosis”
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adalah prakitaan dan

penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam} bulan
berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.
Pasal 153

Cukup jelas.
Pasal 154

Cukup jelas.
Pasal 155

Cukup jelas.
Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lebih besar dari 50% (lima. puluh persen)”
adalah batas persentase minimal selisih (gap) kenaikan antara
pendapatan dan belanja dalam APBD.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 168
Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung” antara
lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan PPAS.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “laporan realisasi anggaran” adalah
laporan yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satuj periode
pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke
dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
Huruf b...
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Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
b Gukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
Pendapatan  Daerah, peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,
peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu
likuiditas Keuangan Daerah.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup Jelas
Pasal...
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Pasal 195

Cukup jelas.
Pasal 196

Cukup jelas.
Pasal 197

Cukup jelas.
Pasal 198

Cukup jelas.
Pasal 199

Cukup jelas.
Pasal 200

Cukup jelas.
Pasal 201

Cukup jelas.
Pasal 202

Cukup jelas.
Pasal 203

Cukup jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
Pasal 205

Cukup jelas.
Pasal 208

Cukup jelas.
Pasal 209

Cukup jelas.
Pasal 210

Cukup jelas.
Pasal 211

Cukup jelas.
Pasal 212

Cukup jelas.
Pasal 213

Cukup jelas.
Pasal 214

Cukup jelas.
Pasal 215

Cukup jelas.
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